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NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBANGUNAN INTEGRITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

Menimbang

Mengingat

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan
penguatan sistem integritas dan integritas pegawai
aparatur sipil negara;

bahwa untuk mendukung sistem Integritas dan
penguatan integritas pegawai aparatur sipil negara
diperlukan suatu panduan bagi Instansi Pemerintah
dalam melakukan pembangunan integritas pegawai
aparatur sipil negara pada masing-masing instansi
pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pembangunan Integritas

Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PEMBANGUNAN INTEGRITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
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pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Integritas adalah konsistensi berperilaku yang selaras
dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur
dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan
langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu
mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung
jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang
menyertainya.

Pembangunan Integritas pegawai ASN adalah upaya
untuk mewujudkan, memperkuat, dan mempertahankan
nilai dasar, daya nalar dan keberanian moral ASN.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat  yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pembangunan Integritas pegawai ASN merupakan bagian dari

pembangunan Zona Integritas dan pembangunan Sistem Merit

dalam Manajemen ASN sebagai bagian integral dalam

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 3
Pembangunan Integritas Pegawai ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 diukur dari:
a. kejujuran;
b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
c. kemampuan bekerja sama; dan
d. pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
Sasaran pembangunan Integritas Pegawai ASN pada level
individu yaitu terwujudnya Pegawai ASN yang

berIntegritas tinggi.

Pasal 4

Pembangunan Integritas pegawai ASN dilakukan dengan

mengelola faktor sebagai berikut:

a. keyakinan, yaitu nilai dasar Integritas yang telah
terinternalisasi dalam individu;

b. daya nalar, yaitu kemampuan individu menata dan
mengatur diri sendiri, proaktif, responsif; dan

c. keberanian moral, yaitu kekuatan mental individu dan
kepercayaan diri dalam membuat keputusan moral
untuk menyelesaikan persoalan etika.

Pembangunan Integritas Pegawai ASN dilakukan secara

berurutan melalui tahapan sebagai berikut:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. penilaian.

Pasal 5

Pembangunan Integritas pegawai ASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang pada
Instansi Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

Pembangunan Integritas pegawai ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan

pedoman umum Pembangunan Integritas pegawai ASN.
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Pasal 6
(1) Pedoman umum Pembangunan Integritas pegawai ASN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
a. pendahuluan;
b. kerangka pembangunan Integritas pegawai ASN;
c. strategi dan tahapan implementasi; dan
d. penutup.
(2) Pedoman umum Pembangunan Integritas pegawai ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Instansi pemerintah dapat menyusun dan menetapkan
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan dalam rangka

membangun Integritas pegawai ASN.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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